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Standar Produk. Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. Sektor Pos. 
Telekomunikasi. Sistem  dan Transaksi Elektronik 

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK 

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 

SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN SISTEM DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 

Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR 

PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

BERBASIS RISIKO SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN 

SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

 

Pasal 1 

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan standar 

produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis 

risiko sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi 

elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pos, telekomunikasi, 

dan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik. 
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Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua 

Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan 

standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha 

sektor pos, telekomunikasi, dan sistem dan transaksi 

elektronik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan 

sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara 

keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2021 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

JOHNNY G. PLATE 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I  

PERATURAN MENTERI  

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN 

STANDAR PRODUK PADA 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR 

POS, TELEKOMUNIKASI, DAN SISTEM DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

1. STANDAR USAHA AGEN KURIR 

NO 
KBLI 53202 

AKTIVITAS AGEN KURIR 

1. Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta 

sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang 

menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan 

pemrosesan barang baik domestik maupun 

internasional. Kelompok ini tidak mencakup 

pengangkutan dan pengantaran. 

2. Istilah dan Definisi a. Pos adalah layanan komunikasi tertulis 

dan/atau surat elektronik, layanan paket, 

layanan logistik, layanan transaksi 

keuangan, dan layanan keagenan pos untuk 

kepentingan umum. 

b. Penyelenggaraan pos adalah keseluruhan 

kegiatan pengelolaan dan penatausahaan 

pos. 

c. Penyelenggara pos adalah suatu badan 

usaha yang menyelenggarakan pos. 

d. Aktivitas agen kurir adalah usaha jasa 

swasta oleh badan usaha atau orang 

perseorangan, sebagai mitra usaha 

penyelenggara pos yang kegiatannya hanya 
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